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MOTTO 

 

 

“ Barangsiapa bertawakkal kepada Allah, maka Allah memberikan kecukupan 

padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusam (yang 

dikehendaki)-Nya.” 

(Q.S. Ath-Thalaq ayat 3) 

 

“ Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah 

membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia.” 

( Joel Arthur Barker ) 

 

“Seseorang yang optimis akan melihat kesempatan dalam setiap malapetaka, 

sedangkan orang yang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.” 

( Nabi Muhammad SAW ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang baik pemerintah 

membutuhkan adanya proses penganggaran yang merupakan sebuah proses 

penting yang sering kali menjadi perhatian tersendiri bagi sebuah instansi atau 

lembaga sektor publik terutama pemerintah. Sebagaimana dipahami bahwa 

banyak sekali instansi pemerintah yang melakukan pelanggaran dan 

penyimpangan yang merugikan banyak pihak terutama negara. Terbukti dengan 

banyaknya kasus yang menyangkut tentang hasil pemeriksaan anggaran terhadap 

instansi pemerintah yang berulangkali mengalami penyimpangan, tanpa adanya 

perbaikan yang signifikan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menuju terwujudnya 

pemerintah yang baik perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan 

anggaran pemerintah.  

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut 

adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 

maupun Kabupaten atau Kota dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintahan Daerah 

yang bersangkutan yaitu Kepala Daerah bersama DPRD masing-masing daerah 

sesuai tingkatannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. Menurut Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016 ( 2016 : 27) kebijakan 

yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD 

Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan 

pembiayaan daerah.  

Menurut Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016 (2016: 80) belanja daerah 

adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan 
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anggaran belanja daerah adalah suatu rencana terinci yang disusun secara 

sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam 

satuan uang, untuk menunjukkan penggunaan suatu sumber instansi atau lembaga 

dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.  

Sebagai alat perencanaan, anggaran belanja digunakan untuk merumuskan 

masalah serta potensi suatu instansi atau lembaga pemerintah lebih awal, sehingga 

tujuan instansi atau lembaga pemerintah dapat tercapai. Selain itu anggaran 

belanja digunakan untuk meningkatkan mutu kinerja didalam maupun diluar 

lingkungan, serta agar tugas dan tujuan masing-masing instansi pemerintah dapat 

tercapai dengan baik, efektif dan efisien.  

Berdasarkan uraian diatas serta pentingnya anggaran belanja daerah yang baik 

di setiap instansi khususnya bagi instansi pemerintah, serta keingintahuan penulis 

tentang prosedur penyusunan anggaran belanja daerah di Dinas Peternakan 

Perikanan Dan Kelautan Jember, maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi 

judul “PROSEDUR AKUNTANSI PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA 

DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN 

KELAUTAN”. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat  Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

1. Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 

menyusun tugas akhir sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan 

gelar Ahli Madya (Amd). 

2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa atas disiplin ilmu yang ditekuni 

melalui tambahan keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang 

diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata. 

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan 

mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu 

penerapan disiplin dan pengembangan karier.  

4. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang diperoleh di lapangan. 

Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan antara teori di 
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kelas dengan yang ada di lapangan. Praktek Kerja Lapangan sangat 

membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman kerja 

sehingga dapat menjadi tenaga kerja profesional nantinya. 

5. Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja. 

Praktek kerja lapangan akan memberikan pendidikan berupa etika 

kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain. 

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat mengukur kemampuan pribadi atau pengetahuan yang 

dimiliki. 

b. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek 

serta mengetahui seberapa jauh mahasiswa mampu memecahkan 

suatu masalah. 

c. Melatih diri agar tanggap dan peka terhadap situasi dan kondisi 

yang berbeda antara teori dan praktek. 

d. Melatih diri untuk bersosialisasi dengan baik di lingkungan kerja, 

serta memperoleh cukup ilmu baik akademis maupun non 

akademis. 

2. Bagi Universitas Jember 

a. Memperluas jaringan kerja sama dengan perusahaan dan lembaga 

sekaligus sebagai media promosi lulusan dari Fakultas Ekonomi 

Universitas Jember. Kualitas lembaga perguruan tinggi dapat 

diukur dari kualitas para mahasiswa yang melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata tersebut. Selain itu Praktek Kerja Nyata juga dapat 

membantu institusi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja 

akademis yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang 

dimilikinya. 

b. Sebagai sarana pembelajaran dalam mengembangkan kompetisi 

mahasiswa lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dalam 

menghadapi dunia kerja. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


4 
 

c. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan 

di Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 

3. Bagi Instansi 

a. Merupakan jembatan antara perusahaan atau lembaga dengan 

Universitas Jember untuk kerja sama baik yang bersifat akademis 

maupun non akademis. 

b. Instansi tersebut dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan bagi 

mahasiswa Universitas Jember yang merupakan calon tenaga kerja 

di Indonesia yang nantinya mampu menjadikan Indonesia semakin 

berkembang. 

c. Membantu dalam membentuk calon tenaga kerja yang unggul. 

 

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata 

 Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Peternakan 

Perikanan Dan Kelautan Jember. Jl. Letjend Suprapto No.139, Sumbersari, 

Jember, Jawa Timur 68122. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah 

dalam bidang peternakan perikanan dan kelautan. 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini terhitung sejak tanggal 01 Februari – 

11 Maret 2016, selama hari efektif atau jam kerja (144 jam) dengan alokasi 

sebagai berikut : 

Senin s/d Kamis  :  07.30-15.00 WIB 

Istirahat     :  12.00-13.00 WIB     

Jum’at       :  07.30-11.00 WIB 

Sabtu       :  Libur 

 

1.4 Bidang Ilmu 

Adapun bidang ilmu yang mendasari dalam penulisan laporan Praktek 

Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut : 
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a. Anggaran 

b. Sistem Akuntansi 

c. Akuntansi Sektor Publik 

 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan di Dinas Peternakan 

Perikanan Dan Kelautan Jember. Adapun kegiatannya sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jadwal pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata. 

No Kegiatan 
Minggu Ke 

I II III IV V 

1. 

Perkenalan dengan pembimbing di Dinas 

Peternakan Perikanan Dan Kelautan 

Jember. 

     

2. 

Memperoleh breafing dari pihak yang 

ditunjuk sehubungan dengan judul yang 

diambil 

     

3. 

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh 

bagian perencanaan Dinas Peternakan 

Perikanan Dan Kelautan Jember. 

     

4. 

Mengumpulkan data-data dan menyusun 

catatan terkait pembuatan Laporan Praktek 

Kerja Nyata. 

     

5. 

Perpisahan dengan karyawan Dinas 

Peternakan Perikanan Dan Kelautan 

Jember. 

     
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Prosedur 

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat 

dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi 

suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu. 

Prosedur (procedure) didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi 

Anggadini (2011:23) dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” 

sebagai berikut:                                                                                

“Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis 

berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan”.  

Dari definisi diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur 

adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. 

 

2.2 Definisi Akuntansi 

Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan 

informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari suatu lembaga atau 

perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil 

keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan. 

Pengertian akuntansi menurut Weygandt, Kimmel & Kieso (2011:7): 

“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan 

mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki kepentingan”. 
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Menurut Al.Haryono Jusup (2011: 4): 

“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah 

data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil 

keputusan”. 

Menurut Al.Haryono Jusup (2011: 4) akuntansi adalah bahasa bisnis karena 

dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis dikomunikasikan, perusahaan 

mendistribusikan laporan akuntansi yang meringkas kinerja keuangan perusahaan 

kepada pemilik, kreditur, pemerintah, dan calon investor. Semakin baik anda 

menguasai bahasa bisnis, akan semakin baik pula dalam mengelola perusahaan. 

Akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pemakai 

jasa akuntansi, dan dari sudut proses kegiatannya. Berikut adalah penjelasan dari 

kedua definisi: 

a. Definisi Dari Sudut Pemakai 

Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “suatu 

disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas”. 

Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk: 

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan, pengambilan keputusan 

oleh manajemen; dan  

2. Pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditur, badan 

pemerintah dan sebagainya. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Akuntansi diselenggarakan dalam suatu entitas (bisa berupa organisasi 

bisnis maupun organisasi nirlaba). Informasi akuntansi yang dihasilkan 

adalah informasi tentang entitas (catatan: dalam buku ini entitas yang 

dimaksud adalah entitas bisnis atau perusahaan). 

2. Informasi akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan 

perusahaan. Informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan 

intern organisasi (oleh manajemen-yaitu orang yang diberi tugas untuk 

memimpin perusahaan), dan juga untuk pengambilan keputusan oleh 

pihak ekstern organisasi (oleh investor-yaitu orang-orang yang 
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menanamkan uangnya dalam perusahaan untuk mendapatkan laba; oleh 

kreditur-yaitu orang-orang yang memberi pinjaman kepada perusahaan 

dan pihak lainnya).  

b. Definisi Dari Sudut Proses Kegiatan 

Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai 

“proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan 

penganalisisan data keuangan suatu entitas”. Definisi ini menunjukkan bahwa 

kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut 

bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus: 

1. Mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan 

keputusan yang akan diambil. 

2. Memproses atau menganalisis data yang relevan. 

3. Mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan.  

2..2.1 Tujuan Akuntansi 

Menurut A Statement Of Basic Accounting Theory (ASOBAT) oleh Sofyan 

Syafri Harahap dalam buku Teori Akuntansi (2011:122) merumuskan 4 tujuan 

akuntansi, sebagai berikut:  

1. Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas 

dan untuk menetapkan tujuan.  

2. Mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor 

produksi lainnya.  

3. Memelihara dan melaporkan pengumuman terhadap kekayaan.  

4. Membantu fungsi dan pengawasan sosial. 

Dari tujuan akuntansi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan akuntansi yaitu, menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan. 

 

2.3 Definisi Anggaran  

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan 

penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan 

mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
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APBD Tahun 2016 (2016 : 78) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. 

Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2010 : 6) salah satu definisi 

anggaran yang banyak dipakai adalah business budget adalah suatu pendekatan 

yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di 

dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Anggaran harus bersifat 

formal, artinya bahwa anggaran disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh 

dalam bentuk tertulis. 2. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa 

anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika. 3. Bahwa setiap 

saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan, 

sehingga anggaran merupakan suatu hasil pengambilan kepurusan berdasar 

beberapa asumsi tertentu. 4. Bahwa keputusan yang diambil oleh manajer tersebut 

merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan 

pengawasan. 

2.3.1 Tujuan Penyusunan Anggaran  

Menurut Ellen (2011:4) tujuan penyusunan anggaran adalah:  

1. Untuk menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, 

sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa 

yang hendak dicapai manajemen. 

2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait 

sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.  

3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud 

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka 

memaksimalkan sumber daya. 
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5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan 

kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan 

koreksi. 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam menyusun anggaran 

perlu banyak diperhatikan hal-hal yang dapat membantu dalam kelancaran 

penyusunan anggaran tersebut, sehingga memberi kemudahan bagi manajer dalam 

melaksanakan kegiatan perusahaan dan sesuai apa yang telah disusun sehingga 

tujuan penyusunan anggaran akan tercapai secara efektif dan efisien. 

2.3.2 Manfaat Dan Fungsi Anggaran 

Menurut Dedi Nordiawan (2012:15) anggaran mempunyai banyak manfaat, 

antara lain: 

1. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan 

departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnyadalam 

organisasi maupun dengan manajemen puncak.  

2.  Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.  

3. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk 

menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat 

mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus 

diambil.  

4. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk 

bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan 

perusahaan dengan tujuan karyawan.  

5. Anggaran sebagai alat pengawasan yang baik, jika perusahaan sedang 

menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat 

membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan 

dalam perusahaan.  

Menurut M.Nafarin (2012:20) manfaat anggaran antara lain:  

a. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.  

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.  

c. Dapat memotivasi karyawan.  
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d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan .  

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.  

f. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan 

seefisien mungkin.  

g. Alat pendidikan bagi para manajer.  

Terdapat beberapa fungsi yang menghubungkan anggaran dengan pimpinan 

dan para staf yang terkait didalamnya. Menurut Mardiasmo (2011) anggaran 

berfungsi sebagai berikut : 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

kaitannya dengan fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/ target 

yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Dalam rangka 

pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari rencana jangka 

panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari 

adanya overspending, underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian 

anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool) 

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga 

dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi 

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat kegiatan 

ekonomi.  

4. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool) 

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen 

pengelola dalam melaksanaan program-program yang telah dijanjikan. 

5. Anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi (Coordination and 

Comunication Tool) 
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Setiap unit kerja pemerintahan terkait dalam proses penyusunan anggaran. 

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi 

terjadinya pencapaian tujuan organisasi secara tidak konsisten. 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool) 

Dalam hal ini, kinerja pemegang anggaran akan dinilai berdasarkan 

pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja 

manajer publik dinilai berdasarkan hasil yang dicapai dikaitkan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk 

pengendalian dan penilaian kinerja. 

7. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivasion Tool) 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi untuk pimpinan 

dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai 

target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

8. Alat menciptakan ruang publik 

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan berbagai 

organisasi kemsyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. 

 

Dari beberapa manfaat dan fungsi anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa 

anggaran menetukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk 

mengevaluasi kinerja selanjutnya, selain itu anggaran juga memiliki manfaat dan 

fungsi sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan, karena 

dengan menggunakan anggaran maka perusahaan dapat merencanakan masa 

depan perusahaan. 

2.3.3 Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah 

Menurut Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016 (2016 : 12) penyusunan 

APBD didasarkan pada prinsip sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah; 
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2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan 

dan manfaat untuk masyarakat;  

3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan 

akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 

5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 

2.3.4 Siklus Anggaran 

Menurut Mardiasmo (2011) prinsip-prinsip pokok dalam anggaran perlu 

diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggaraan pemerintah. Siklus 

anggaran meliputi empat tahap yang terdiri dari : 

1. Tahap Persiapan Anggaran 

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar 

taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang 

perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran 

hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih 

akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika 

anggaran pendapatan diestimasi pada saat yang bersamaan dengan pembuatan 

keputusan tentang anggaran pengeluaran. 

2. Tahap Ratifikasi 

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit 

dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki 

managerial skill tetapi juga harus mempunyai political skill, salesman skill 

dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang 

tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting 

karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan 

untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala 

pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. 
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3. Tahap Implementasi / Pelaksanaan Anggaran 

Tahap ini merupakan tahap yang paling penting yang harus diperlihatkan oleh 

manajer keuangan adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen. 

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi 

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap 

implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting 

and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah. 

 

2.4 Definisi Belanja Daerah 

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan 

bersih. Menurut Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016 (2016 : 28) 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan 

untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 

daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan 

pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan 

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar 

pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan 

regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Belanja daerah 

untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan 

urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan 

standar harga satuan regional.  

Menurut Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016 (2016 : 29) pemerintah 

daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks 

daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang 

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan 

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan 

harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi 

langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud 

ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. 
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Menurut Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016 (2016 : 97) Belanja 

daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang 

mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja 

daerah dirinsi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah 

menurut urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi belanja urusan wajib dan 

belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan 

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, 

perhubungan, kependudukan dan catatan sipil, pertanahan, tenaga kerja, penataan 

ruang dan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya yang layak serta 

mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan peningkatan kualitas 

kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian 

standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 

mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, 

kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. 

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian 

atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan 

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan 

dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut 

urusan wajib dan urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang 

digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan 

negara terdiri dari : pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, 

lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan 

budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. 

Menurut Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016 (2016 : 98) klasifikasi 

belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi di masing-

masing Pemerintah Daerah sedangkan klasifikasi belanja menurut program dan 

kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


16 
 

daerah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung 

dan Belanja Langsung. 

2.4.1 Belanja Tidak Langsung 

Menurut Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016 (2016 : 98) kelompok 

belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini dibagi 

menurut jenis belanja yang terdiri dari : 

a. Belanja Pegawai 

1. Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta 

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

2. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji 

dan tunjangan Bupati dan wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan 

lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dianggarkan dalam belanja pegawai. 

3. Tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan 

pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat 

bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja 

yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati. 

b. Belanja Bunga 

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang 

yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman 

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bagi daerah yang 

belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka 

pendek, jangka menengah maupun jangka panjang supaya dianggarkan 

pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2016. 

c. Belanja Subsidi 

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi 

kepada perusahaan / lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan 
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umum masyarakat agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat 

terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan / lembaga penerima belanja 

subsidi, harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Belanja 

subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan penerima subsidi 

dalam peraturan daerah tentang APBD dan dalam rangka 

pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati. 

d. Belanja Hibah 

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam 

bentuk uang, barang/jasa kepada perusahaan daerah, masyarakat, dan 

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat harus 

digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah 

perjanjian hibah. Adapun tujuan dari pemberian hibah adalah untuk 

meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 

Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan 

kepala daerah. 

e. Bantuan Sosial 

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang 

bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang kepada 

kelompok/anggota masyarakat. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak 

terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan 

penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah 

dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. bantuan sosial yang 

diberikan secara tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut 

tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 

f. Belanja Bagi Hasil Pajak 

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari 

pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada 

pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada 
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pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus 

memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 

2016, sedangkan pelampauan target tahun anggaran 2015 yang belum 

direalisasikan kepada pemerintah kebupaten ditampung dalam perubahan 

APBD tahun anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah 

daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016. 

g. Bantuan Keuangan 

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum 

atau khusus dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan 

keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan 

penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan dan 

digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Sedangkan bantuan keuangan 

yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan 

oleh Bupati. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah 

daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD tahun 

anggaran 2016. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada 

pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan atau 

menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam 

rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing 

daerah. 

h. Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya 

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana 

alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk 

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya 
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yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap 

darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan 

ketertiban masyarakat di daerah. sedangkan pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah tahun-taun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung 

bukti-bukti yang sah.  

2.4.2 Belanja Langsung 

Menurut Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016 (2016 : 100) kelompok 

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu 

kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : 

a. Belanja pegawai 

Pengeluaran honorarium / upah dalam melaksanakan program dan 

kegiatan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, 

penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asad 

kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan 

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam 

rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal 

tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan 

hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non 

PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata 

terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan 

pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD. 

b. Belanja barang dan jasa 

Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai 

manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat atau pihak ketiga. Belanja barang dan jasa tersebut berupa belanja 

barang habis pakai, bahan / material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan 

kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, 

sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan 
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kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, 

pakaian khusus dan pakaian hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan 

dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi 

manajemen dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang 

sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau 

dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. 

c. Belanja modal 

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada 

APBD Tahun anggaran terbaru untuk pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan 

dasar kepada masyarakat.  

2. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan 

kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip 

efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan transparansi dengan mengutamakan 

produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang 

milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan 

fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. 

3. Belanja modal digunakan  untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat 

lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai 

aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebersar harga 

beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. 

Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar 

pembebanan belanja modal. 

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa , 

serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 

daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan: 

1. Kegiatan sebagaimana dimaksud dapat mengikat dana anggaran: 

a. Untuk 1 tahun anggaran ; atau 
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b. Lebih dari 1 tahun anggaran dalam bentuk kegiatan taun jamak sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

2. Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria 

sekurang-kurangnya: 

a. Pekerjaan kontruksi atas pelaksaan kegiatan yang secara teknis 

merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang 

memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan; atau 

b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap 

berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman 

benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan 

obat rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa 

cleaning service. 

3. Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud berdasarkan atas 

persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara 

kepala daerah dan DPRD. 

4. Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud ditandatangani bersamaan 

dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun 

pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. 

5. Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya 

memuat : 

a. Nama kegiatan; 

b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 

c. Jumlah anggaran; dan 

d. Alokasi anggaran per tahun 

6. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud 

tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. 

 

2.5 Tahapan Penyusunan APBD Pada Pemerintah 

Tabel 2.1. Tahapan Penyusunan APBD Pada Pemerintah 

No URAIAN WAKTU LAMA 

1 Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei  
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2 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan 

PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah 

Minggu 1 bulan Juni 1 minggu 

3 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan 

PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD 

Pertengahan bulan Juni 

6 minggu 
4 Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD 

atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 

Akhir bulan Juni 

5 Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal 

Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-

PPKD 

Awal bulan Agustus 

8 minggu 
6 Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan 

RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan 

Perda tentang APBD 

Awal bulan Agustus – akhir bulan 

September 

7 Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD 

kepada DPRD 

Minggu 1 bulan Oktober 

2 bulan 
8 Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan 

kepala daerah 

Paling lambat 1 bulan sebelum 

tahun anggaran yang bersangkutan 

9 Menyampaikan Rancangan Perda tentang 

APBD dan Rancangan Perkada tentang 

Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk 

dievaluasi 

3 hari kerja setelah persetujuan 

bersama 

 

10 Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD 

dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran 

APBD 

Paling lama 15 hari kerja setelah 

Rancangan Perda dan Perkada 

tentang penjabaran APBD diterima 

oleh Gub 

 

11 Penyempurnaan Rancangan Perda tentang 

APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan 

dengan keputusan pimpinan DPRD tentang 

penyempurnaan Rancangan Perda tentang 

APBD 

Paling lambat 7 hari kerja (sejak 

diterima keputusan hasil evaluasi) 

 

12 Penyampaian keputusan DPRD tentang 

penyempurnaan Rancangan Perda tentang 

APBD kepada MDN/Gub 

3 hari kerja setelah keputusan 

pimpinan DPRD ditetapkan 

 

13 Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada 

tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil 

evaluasi 

Paling lambat akhir Desember  

14 Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada 

tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub 

Paling lambat 7 hari kerja setelah 

Perda dan Perkada ditetapkan 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Dasar Pembentukan Organisasi 

a) UU RI No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 

b) UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan; 

c) UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 

d) PP RI No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

e) PP RI No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan; 

f) PP RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; 

g) PP RI No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

h) Permendagri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum 

Daerah; 

i) Permendagri No. 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk 

Hukum Daerah. 

j) Permendagri No.  57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 

Organisasi; 

k) Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember; 

l) Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Kabupaten Jember. 

 

3.2  Latar Belakang Sejarah Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan 

Pada tahun 1992, kelembagaan peternakan dan perikanan berdiri sendiri 

dengan nama Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Jember dan Cabang Dinas 
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Perikanan Kabupaten Jember. Pada Tahun 1993 terjadi penyerahan sebagian 

urusan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Jember, Cabang Dinas 

Peternakan dan Perikanan berubah menjadi Dinas Peternakan Daerah Kabupaten 

Jember dan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Jember.  

Pada era otonomi daerah tahun 2001, kedua lembaga ini masing-masing 

berubah lagi menjadi Dinas Peternakan Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. 

Letjen Suprapto No. 139 serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember 

yang beralamat di Jl. Letjen Panjaitan Jember. 

Pada tahun 2004 terjadi penyatuan dua SKPD dengan nama Dinas Peternakan 

dan Perikanan Kabupaten Jember. Selanjutnya pada tahun 2009 berubah nama 

menjadi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember yang 

beralamat di Jl. Letjen Suprapto No. 139 Jember berdasarkan Perda no 15 tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Kabupaten Jember. 
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3.3 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi pada Dinas Peternakan Perikanan dan kelautan Jember 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan 

3.4.1  Tugas Pokok 

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang peternakan 

perikanan dan Kelautan. 
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3.4.2  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Peternakan Perikanan dan 

Kelautan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pembinaan umum dibidang peternakan  perikanan dan kelautan 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

2. Melaksanakan semua kegiatan di wilayah laut Kabupaten, termasuk penataan 

dan pengelolaan perairan, eksplorasi, konservasi serta pengawasan 

pemanfaatan sumberdaya laut. 

3. Melaksanakan penyuluhan bidang peternakan dan perikanan. 

4. Menyelenggarakan penelitian peternakan dan perikanan spesifik daerah sesuai 

dengan kondisi lingkungan khusus. 

5. Melaksanakan pengkajian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran 

6. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelayanan kesehatan bidang peternakan 

dan perikanan. 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

3.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan Perikanan Dan 

Kelautan 

 Visi dan misi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember 

penyusunannya disesuaikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008. 

3.5.1 Visi 

 Terwujudnya Jember sebagai sentra produk peternakan, perikanan, dan   

kelautan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat. 

3.5.2 Misi 

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya peternakan, perikanan dan 

kelautan secara optimal. 

2. Mengembangkan produk-produk unggulan yang berdayasaing 

menghadapi pasar global. 
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3.5.3  Tujuan Pembangunan Peternakan dan Perikanan 

a. Tujuan Umum 

1. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program serta memperbaiki 

sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja aparatur. 

2. Meningkatkan produktifitas dan produksi dengan menerapkan teknologi 

tepat guna yang mampu mencukupi gizi masyarakat dari protein hewani 

serta berwawasan lingkungan. 

3. Mengembangkan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang 

berwawasan agribisnis. 

4. Menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat  peternakan 

perikanan dan kelautan yang mandiri dan tangguh. 

b. Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan kinerja aparatur. 

2. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. 

3. Meningkatkan disiplin aparatur. 

4. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. 

5. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. 

6. Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 

7. Meningkatkan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah. 

8. Mengendalikan penyakit ternak dan ikan untuk mendapatkan produksi 

hasil peternakan dan perikanan yang berkualitas standart ASUH. 

9. Menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat peternakan perikanan 

dan kelautan. 

10. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha peternakan perikanan 

dan kelautan. 

11. Meningkatkan pendapatan peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan 

pengolah hasil peternakan perikanan. 

12. Menjaga kelestarian sumberdaya peterakan perikanan dan kelautan. 

3.5.4  Sasaran Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan 

Sasaran pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten 

Jember periode 2011 – 2015 secara umum adalah tercapainya peningkatan 
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produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan, peningkatan pendapatan 

dan kesejahteraan peternak, pembudidaya ikan dan nelayan serta pelestarian 

lingkungan hidup. Sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kapasitas aparatur. 

2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. 

3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. 

4. Meningkatnya disiplin aparatur. 

5. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 

6. Meningkatnya kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah. 

7. Terkendalinya penyakit ternak dan ikan untuk mendapatkan produksi hasil 

peternakan dan perikanan yang berkualitas standart ASUH. 

8. Meningkatnya produksi daging, susu dan telur. 

9. Meningkatkan produksi ikan dan kelestarian sumberdaya kelautan. 

10. Meningkatnya kemampuan peternak dalam penerapan teknologi peternakan. 

11. Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan 

sumberdaya laut. 

12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam 

laut dan prakiraan iklim. 

13. Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap. 

14. Meningkatnya usaha peternakan masyarakat.  

15. Meningkatnya pendapatan usaha perikanan. 

16. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia pesisir. 

 

3.6 Produk Layanan Pada Masyarakat 

1. Sosialisasi dan penanggulangan penyakit hewan menular. 

2. Sosialisasi produk hukum dan program-program bidang peternakan, 

perikanan dan kelautan. 

3. Bimbingan teknis kepada kelompok peternak, nelayan dan pembudidaya ikan. 

4. Pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan rumah potong hewan. 

5. Penyuluhan peternakan, perikanan dan kelautan. 

6. Penerbitan ijin usaha peternakan, perikanan, dan kelautan. 
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7. Penerbitan surat jalan untuk pengiriman ternak dan hasilnya . 

8. Penyediaan benih ikan berkualitas.  

9. Pelatihan budidaya dan pengolahan hasil ternak dan ikan.  

 

3.7 Stakeholder Organisasi 

1. Organisasi Pemerintah : 

a. BAPPEKAB 

b. Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

c. Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM 

d. Dinas Koperasi dan UMKM 

e. Kantor Lingkungan Hidup 

f. Dinas Pertanian 

2. Organisasi Non Pemerintah : 

a. Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) 

b. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) 

c. Forum Peternak Indonesia (FORPINDO) 

d. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) 

e. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 

f. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan 

pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Jember  yang berhubungan 

dengan prosedur akuntansi penyusunan anggaran belanja daerah, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prosedur pelaksanaan APBD pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan 

Jember dilaksanakan dengan transparan, terbukti dengan penulis memperoleh 

informasi mengenai anggaran belanja dan tata cara atau prosedur pelaksanaan 

anggaran pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Jember. 

2. Ketentuan alokasi dana triwulan yang tercantum dalam DPA-SKPD untuk 

belanja daerah yaitu sebagai berikut : 

a. Belanja tidak langsung 

Penarikan belanja pegawai setiap triwulan masing-masing sebesar 25%, 

sedangkan diluar belanja pegawai penarikan dananya disesuaikan dengan 

rencana kebutuhan.  

b. Belanja langsung 

Rencana anggaran kas/penyediaan dana per triwulan disesuaikan dengan 

rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan (skala prioritas). 

3. Doumen-dokumen yang terkait dalam penyusunan anggaran belanja daerah 

adalah sebagai berikut: 

a. Daftar usulan masyarakat yang merupakan pedoman bagi SKPD untuk 

membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memberikan perhitungan-

perhitungan yang matang dari setiap keputusan dan tindakan yang 

dilaksanakan. Dalam RKT juga mencakup pagu indikatif yaitu jumlah 

pencapaian dari indikator kinerja yang nantinya juga dijadikan sebagai 

pedoman untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 
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c. Rencana kerja dan anggaran (RKA)-SKPD, dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

APBD. 

d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD, dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

4. Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai 

berikut : 

1. Membantu di bagian perencanaan dan penganggaran 

2. Membantu di bagian keuangan 
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